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ABSTRAK

Permohonan izin dispensasi kawin di pengadilan agama saat ini terlihat
mudah didapatkan, meskipun seharusnya bertujuan meminimaliasi pernikahan anak
di bawah umur. Realitasnya perkawinan anak justru meningkat karena kemudahan
permohonan dispensasi kawin dikabulkan, seringkali dengan alasan kekhawatiran
terhadap zina atau menghindari stigma sosial. Penelitian ini mengkaji penetapan
dispensasi kawin yang dikabulkan berdasarkan alasan tersebut dengan melakukan
eksaminasi. Objek yang dieksaminasi dalam penetapan ini adalah penerapan hukum
formil dan materiil yang ditinjau dengan teori tujuan hukum. Tujuan eksaminasi
penetapa dispensasi kawin sebagai bahan evaluasi hakim dalam menangani perkara
yang serupa karena penetapan berpotensi menjadi yurisprudensi yang dapat diikuti
oleh hakim lainnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji
penerapan norma hukum dalam penetapan dispensasi kawin. Sifat penelitian
deskriptif-eksplanatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan
dengan metode pengumpulan data sebagaimana penelitian studi pustaka. Kemudian
tekhnik analisis yang digunakan adalah interpretasi hukum dan legal konten
analisis.

Hasil penetian ini menunjukan bahwa dalam penetapan dispensasi kawin,
hakim telah menerapkan hukum formil dan materiil. Namun, terdapat beberapa
catatan penting terkait penerapannya. Dalam konteks hukum formil, meskipun
prosedur telah diikuti, penerapannya belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip
kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini terutama terlihat pada kasus-kasus di mana
terdapat perbedaan usia yang signifikan antara anak yang dimohonkan dispensasi
dan calon pasangannya. Tahap pembuktian juga dinilai belum optimal, karena
hakim cenderung hanya berkeyakinan pada alat bukti saksi, yaitu keterangan dari
pthak-pihak terkait seperti pemohon, anak yang dimohonkan, calon suami, dan
orang tua calon suami, untuk membuktikan unsur 'alasan sangat mendesak'.
Selanjutnya, terkait kesesuaian penerapan hukum formil dan materiil dengan tujuan
hukum menurut Gustav Radbruch, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan,
penelitian ini menyimpulkan bahwa penetapan tersebut belum sepenuhnya
mencerminkan ketiga tujuan hukum tersebut. Dengan demikian, penelitian ini
menegaskan bahwa pengabulan dispensasi kawin dengan alasan kekhawatiran zina,
seperti dalam perkara yang dieksaminasi belum sinkron dengan semangat
perlindungan anak dan tujuan hukum yang ideal. Diperlukan evaluasi dan
penafsiran hukum yang lebih progresif oleh hakim agar setiap penetapan dispensasi
kawin benar-benar menjamin kepentingan terbaik bagi anak dan mewujudkan
keadilan substantif. Kesimpulan ini secara langsung menjawab rumusan masalah
yang diajukan, menunjukkan bahwa penerapan hukum formil dan materiil dalam
kasus ini belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan hukum, terutama dalam konteks
perlindungan anak.

Kata Kunci: Eksaminasi, Penetapan Dispensasi Kawin, Perlindungan Anak.



ABSTRACT

Applications for marriage dispensation permits in religious courts today
appear relatively easy to obtain, even though the regulation was originally intended
to minimize underage marriages. In reality, child marriages have increased due to
the ease with which dispensation requests are granted, often on the grounds of
concerns about committing zina (premarital sex) or avoiding social stigma. This
study examines court decisions granting marriage dispensations based on such
reasons through an exmination method. The object of examination in this research
is the application of formal and material law, analyzed using the theory of legal
purposes. The aim is to provide evaluative input for judges handling similar cases,
considering that such rulings may potentially serve as jurisprudence to be followed
by other judges.

This research is normative legal research that studies the application of

legal norms in marriage dispensation rulings. It employs a descriptive-explanatory
character with a statutory approach and data collection through literature study.
The analytical techniques used are legal interpretation and legal content analysis.

The results show that in deciding marriage dispensation cases, judges have
applied both formal and material law. However, several important notes arise
regarding its application. From the perspective of formal law, although procedures
have been followed, their implementation has not fully accommodated the principle
of the best interests of the child. This is particularly evident in cases involving
significant age differences between the child seeking dispensation and their
prospective spouse. The evidentiary process is also considered less optimal, as
Jjudges tend to rely only on witness statements from parties such as the applicants,
the child, the prospective husband, and the prospective husband’s parents to
establish the element of “‘urgent reasons.” Furthermore, in terms of consistency
with Gustav Radbruch’s legal theory of justice, certainty, and utility, the research
concludes that these rulings have not fully embodied all three legal objectives. Thus,
the study emphasizes that granting marriage dispensations on the grounds of fear
of zina, as seen in the examined case, is not in line with the spirit of child protection
and the ideal purposes of law. A more progressive legal interpretation is required
so that each dispensation truly ensures the best interests of the child and realizes
substantive justice. This conclusion directly answers the research problem by
showing that the application of formal and material law in such cases has not fully
aligned with the aims of law, especially in the context of child protection.

Keywords.: Examination, Marriage Dispensation Ruling, Child Protection.
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MOTTO
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Those who open them will find pearls”
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BAB 1

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Permohonan izin dispensasi kawin yang dimohonkan di pengadilan agama dewasa
ini terlihat sangat mudah untuk didapatkan. Permohonan dispensasi kawin yang
semula untuk meminimalisasi pernikahan anak di bawah umur justru realitasnya
pernikahan anak semakin meningkat karena mudahnya permohonan dispensasi
kawin dikabulkan.! Jika hakim terlalu mudah memberikan izin dispensasi kawin
maka akan memicu anggapan di masyarakat bahwa pernikahan dan hubungan di
luar nikah sebagai sesuatu yang mudah.? Hal ini, dikarenakan mayarakat
menganggap bahwa mendapatkan izin dari pengadilan untuk menikah meskipun di
bawah umur adalah perkara yang mudah.?

Banyaknya permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh hakim di
pengadilan agama beralaskan untuk mencegah terjadinya zina. Selain itu, para
orang tua seringkali mengajukan dispensasi kawin untuk menghidari stigma buruk
dari masyarakat karena anak mereka telah menjalin hubungan dengan lawan

jenis(berpacaran). Oleh karena itu, menikahkan anak dianggap sebagai solusi

! Erna Tkawati dan Darania Anisa, “Analisis Meningkatnya Permohonan Dispensasi Kawin
Masa Pandemi Covid 19 di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dan Pengadilan Agama
Panyabungan,” Palita: Journal of Social Religion Research 8, no. 1 (2023): hlm. 05.

2 Siti Halilah dkk., “Pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian izin pengajuan
dispensasi pernikahan di bawah umur dan efek terhadap kelangsungan dan ketentraman kehidupan
keluarga di masyarakat (studi kasus di pengadilan agama kuala tungkal),” Jurnal Ilmu Manajemen
Terapan 4, no. 2 (2022): him. 308.

3 Ibid, hlm. 308



terbaik untuk mencegah perbuatan zina atas fenomena pergaulan bebas dikalangan
remaja.*

Banyaknya permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan berdasarkan
alasan kekhawatiran terhadap zina dibuktikan dengan data permohonan dispensasi
kawin yang dirilis oleh Badan Peradilan Agama yang menunjukkan bahwa
Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjadi pengadilan tertinggi mengenai
perkara dispensasi kawin mencapai 1.434 perkara pada tahun 2022.° Data tersebut
juga memuat alasan permohonan yang kebanyakan adalah alasan cinta mencapai
10.000 perkara.®

Jumlah perkara yang dikabulkan lebih banyak dari pada jumlah perkara
yang ditolak yaitu 936.” Berangkat dari fakta sosial yang ada maka diperlukannya
pengujian atau penilaian (eksaminasi) terhadap penetapan yang dikabulkan oleh
hakim dengan alasan untuk menghindari perbuatan zina karena penetapan
merupakan salah satu produk peradilan yang berpotensi menjadi suatu
yurisprudensi sehingga dapat digunakan hakim sebagai acuan dalam menangani
perkara dispensasi kawin. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan agar menjadi
bahan evaluasi hakim dalam menangani perkara dispensasi kawin di masa yang

akan datang terkhusus pada permohonan yang diajukan karena anak telah memiliki

4 Suprima Suprima, “Pernikahan Dini Dalam Upaya Menjauhi Zina: Solusi Atau
Kontroversi?,” AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam 4, no. 2 (2022): him. 384.

5 Direktorat Jendral Badan Peradilan Indonesia, “Bank Data Perkara Peradilan Agama,”
2022, https://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker/362/2022.

6 Ibid.

7 Choirul Amin, “PA Kabupaten Malang Kabulkan 936 Perkara Dispensasi Kawin, 177
Hamil  Sebelum  Menikah,”  Malang-Post.Com, 9 Januari 2024, https://malang-
post.com/2024/01/09/pa-kabupaten-malang-kabulkan-936-perkara-dispensasi-kawin-177-hamil-
sebelum-menikah/.



hubungan cinta (berpacaran). Eksaminasi ini merupakan bagian dari peran publik
sebagai pengawas (social control) terhadap jalannya lembaga peradilan dengan cara
menguji produk-produk peradilan yang dihasilkan apakah telah sesuia dengan
hukum formil, materiil dan tujuan hukum sehingga dapat memberikan manfaat dan
menyentuh rasa keadilan dalam masyarakat.®

Penetapan yang dieksaminasi dalam penelitian ini adalah penetapan dengan
nomor register perkara 2085/Pdt.2020/PA.Kab.Mlg, pemilihan penetapan ini
didasarkan dengan beberapa alasan di antaranya yaitu: Pertama, penetapan ini
berbeda dengan dua penetapan yang serupa yaitu penetapan dengan nomor register
perkara 0809/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg dan 0902/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg yang
sama-sama mengadili permohonan dispensasi kawin anak usia 15 tahun yang telah
memiliki hubungan khusus dengan lawan jenisnya (berpacaran) sehingga
dikhawatirkan akan terjerumus pada perbuatan zina apabila tidak dikawinkan.’
Namun, pada dua penetapan ini permohonan ditolak dengan alasan anak belum siap
secara psikologis.!” Kedua, perbedaan usia antara anak dengan calon suaminya
yang mencolok yaitu kurang lebih mencapai 15 tahun yang berpotensi terjadinya
relasi kuasa dalam perkawinan. Ketiga, dikabulkannya permohonan dengan alasan
menghindari perbuatan zina berakibat pada dikawinkannya anak diusia 15 tahun
yang berpotensi pada terhentinya pendidikan anak sehingga apakah dikabulkannya

penetapan tersebut telah menyentuh rasa keadilan bagi anak. Alasan takut berbuat

8 Rr Dijan Widijowati dkk., Mengungkap Dugaan Error in Persona & Error in Objecto
dalam Putusan Perkara Penambangan Tanpa Izin (Lembaga Studi Hukum Indonesia, 2024),
hlm.06.

% Penetapan Nomor. 0809/Pdt.P/2023/PA. Kab. Mlg tentang Perkara DispensasiKawin.

10 Penetapan Nomor. 0902/Pdt.P/2023/PA.Kab.Mlg tentang Perkara DispensasiKawin.



zina seakan menjadi suatu kondisi mendesak yang tidak dapat ditangani selain
dengan menikah maka kausalitas antara sebab takut zina dengan akibat untuk
melaksanakan perkawinan justru tampak tidak memiliki koherensi.

Akibat yang ditimbulkan pada perkawinan anak telah disadari oleh negara
sehingga ketentuan mengenai batas usia perkawinan yang semula 16 tahun diubah
menjadi 19 tahun. Perubahan tersebut bukan tanpa alasan karena berdasarkan fakta
sosial yang ada di masyarakat perkawinan anak khususnya anak perempuan sering
kali mengalami berbagai dampak negatif yang ditimbulkan seperti terjadinya
stunting pada kehamilan dikarenakan belum siapnya organ reproduksi.'' Selain itu,
kematangan aspek psikologis juga belum tercapai.'> Aspek psikologis penting
dalam kehidupan perkawinan karena dapat mempengaruhi kemampuan
penyesuaian dalam perkawinan.!* Namun, negara masih memberikan ruang untuk
perkawinan anak dengan kondisi mendesak melalui dispensasi kawin sebagaimana
yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (2).!*
Seharusnya izin dispensasi kawin diberikan hanya dalam kondisi mendesak, apakah
ditakutkannya perbuatan zina masuk dalam kategori kondisi mendesak. Maka dari

itu, penulisan penelitian ini memiliki prespektif berbeda yang meninjau

! Farihah Indriani, “Hubungan menikah usia anak terhadap kejadian stunting pada balita
di Wonosobo,” Jurnal Keperawatan Widya Gantari Indonesia 7, no. 1 (2023): hlm, 03-05,
https://ejournal.upnvj.ac.id/Gantari/article/view/5494.

12 Yukhanid Abadiyah dkk., “Usia Dewasa Dalam Menikah: Studi Kritis Dalam Ilmu
Psikologis Dan Kompilasi Hukum Islam,” Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial
8, no. 02 (2020): hlm, 379.

13 Muchlisah Muchlisah, “Perbedaan Usia Wanita Ketika Menikah (Remaja dan Dewasa)
dalam Hubungannya dengan Penyesuaian Pernikahan di Kota Makassar,” Jurnal Psikologi §, no. 2
(2012): him. 193, 2, https://doi.org/10.24014/jp.v8i2.193.

14 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2).



permasalahan yang timbul akibat dari perbedaan penafsiran hukum hakim melalui
aspek hukum materiil dalam tahap pembuatan penetapan oleh hakim dengan
penggunaan metode eksaminasi yang menyeluruh. Kemudian akan dianalisis
menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang sering digunakan untuk
mengkaji putusan hakim sehingga terlihat implikasi dari penetapan dispensasi

kawin yang dikabulkan berdasarkan kehawatiran terhadap zina bagi masyarakat.
B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hakim menerapkan hukum formil dan materiil dalam
penetapan dispensasi kawin?
2. Bagaimana kesesuaian penerapan hukum formil dan materiil dalam

penetapan dispensasi kawin ditinjau dengan tujuan hukum?
C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
Permasalahan penelitian yang telah ditentukan maka tujuan
penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Mengidentifikasi dan Menganalisis penetapan dispensasi kawin
yang dikabulkan berdasarkan alasan kekhawatiran terhadap zina
melalui penerapan hukum formil, materiil melalui tahapan konstatir,
kualisifir, dan konstituir. Fokus analisis terletak pada tahapan
kontatir yang berkaitan dengan pembuktian dan kualisifir yang
merupakan tahap penemuan hukum hakim yang berkaitan dengan
penafsiran hakim.

b. Mengkaji dengan menganalisis penerapan hukum formil dan hukum

materiil yang terdapat dalam tahap konstatir, kualisifir, dan



konstituir menggunakan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh
Gustav Radbruch.
2. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini membawa manfaat sebagai berikut:

a. Penelitian ini membawa kontribusi terhadap keilmuan hukum
syariah terkhusus pada hukum keluarga Islam, dengan dilakukannya
penelitian ini membawa prespektif baru dalam kajian perkawinan
anak yang terjadi melalui proses di pengadilan yaitu dispensasi
kawin. Melalui analisis penerapan hukum formil dan materiil dalam
tahap pembuatan penetapan yaitu konstatir, kualisifir, dan konstituir
maka, diketahui bahwa penetapan yang dikabulkan dengan alasan
untuk menghindari perbuatan zina belum sepenuhnya memenuhi
hukum formil dan materiil.

b. Penelitian yang mengkaji penerapan hukum formil dan materiil
dalam penetapan dispensasi kawin ditinjau dengan tujuan hukum
secara praktis bermanfaat bagi hakim untuk melakukan evaluasi
dalam menangani perkara dispensasi kawin dengan alasan untuk
menghindari zina, karena dalam penelitian in1 mengkaji penetapan
yang berpotensi menjadi yurisprudensi.

D. Telaah Pustaka

Pentingnya nilai kebaruan dalam suatu penelitian (novelty) akan diuraikan dengan
mendeskripsikan penelitian-penelitian sebelumnya untuk menunjukkan nilai
kebaruan pada desain penelitian ini. Penelusuran yang dilakukan oleh penulis

menunjukkan bahwa terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas



tentang pertimbangan hakim dalam permohonan izin dispensasi kawin dengan
alasan untuk menghidari zina. Penelitian sebelumnya ini dikelompokan ke dalam
dua pandangan.

Pertama, terdapat penelitian yang berpendapat bahwa pemberian izin
dispensasi kawin dengan alasan takut zina merupakan solusi terbaik untuk
mencegah perilaku yang tidak diinginkan. Kedua, penelitian yang menyatakan
bahwa pemberian izin dispensasi kawin atas dasar kekhawatiran terhadap zina
bukanlah solusi yang ideal karena dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang.
Berikut ini adalah beberapa penelitian yang mendukung pengelompokan pertama
yaitu: Penelitian Aditya Perkasa dan Lukmanul Hakim menyoroti pertimbangan
hakim pada penetapan dispensasi kawin yang dikabulkan menurut hasil penelitian
tersebut hakim dalam memberikan izin permohonan dispensasi kawin
mempertimbangkan kondisi anak yang memiliki hubungan dengan pasangannya
sudah terlalu dekat sehingga dikhawatirkan apabila tidak diizinkan menikah akan
menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan sehingga pernikahan
dianggap sebagai solusi terbaik.'

Penelitian M. Muhsin yang mengkaji hakim dalam memutuskan perkara
dispensasi kawin di Pengadilan Agama Ponorogo tahun 2020 yang mengalami
peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penelitian ini menyimpulkan
bahwa pemberian izin permohonan dispensasi kawin oleh hakim beralaskan untuk

menghindari dosa zina yang dilarang oleh agama, penetapan tersebut berdasarkan

15 Aditya Perkasa dan Lukmanul Hakim, “Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi
Persyaratan Umur Pernikahan Yang Diajukan Anak Di Bawah Umur Karena Alasan Agama (Studi
Putusan Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Prw),” Journal of Law, Education and Business 2, no. 1 (2024):
hlm. 516-519, 1, https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1889.



dengan prinsip fighiyah yang mengedepankan kemaslahatan yaitu menghindari
perbuatan zina.'® Penelitian M. Habiburrahman mengulas penetapan dispensasi
kawin yang dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Pamekasan pada aspek ratio
legis dan rasio decidendi menghasilkan bahwa hakim dalam mengabulkan izin
dispensasi kawin beralaskan pada takut akan zina dapat mencegah datangnya
kemudharatan. Habiburrahman dalam penelitiannya beragumen bahwa
pertimbangan hakim dalam memberikan izin dispensasi kawin telah sejalan dengan
tujuan perkawinan dengan menjaga anak agar tidak terjerumus dalam zina sehingga
hal tersebut dinilai sebagai suatu kebaikan bagi anak.!’

Selanjutnya, berikut ini adalah beberapa penelitian yang mendukung
pengelompokan kedua yaitu: Penelitian Abdul Hamid yang meneliti alasan
penetapan permohonan dispensasi kawin yang marak terjadi di Kabupaten Banjar
menunjukkan hasil bahwa permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan
beralaskan dengan takut zina sehingga makna kondisi mendesak menjadi sumir dan
kehilangan maknanya. Hakim Pengadilan Agama Martapura berkeyakinan bahwa
maslahah akan tercapai apabila anak dikawinkan namun, tidak menguraikan dalam
pertimbangannya mengenai mafsadat wahmiah seperti cacat lahir, perceraian,

KDRT dan lain-lain sebagai akibat dari pernikahan dini.'® Penelitian Rifgi

16 M. Muhsin, “Pernikahan dan Dispensasi (Kajian Analitik Maslahah terhadap
Problematika di Pengadilan Agama Ponorogo Tahun 2020),” El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama 10,
no. 01 (2022): him. 111.

17 Muhammad Habiburrahman, “Ratio Legis dan Ratio Decidendi Dispensasi Kawin (Studi
Putusan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Pamekasan),” Qanuni: Journal of Indonesia
Islamic Family Law 01, no. 01 (2023): hlm. 57-80.

'8 Abdul Hamid, “Fenomena Dispensasi Kawin Anak Di Kabupaten Banjar (Studi Kasus
Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Martapura Nomor 58/Pdt.P/2023/PA. Mtp),”
Syntax Idea 6, no. 5 (2024): hlm. 2322.



Muhammad Riananda membahas mengenai pertimbangan hakim dalam
memberikan izin dispensasi kawin pada penetapan No.0094/Pdt.p/2020/PA.Dpk
hasilnya ditemukan bahwa pertimbangan hakim yang menerima alasan cinta dan
sudah terlanjur menetapkan hari pernikahan sebagai dasar pemberian dispensasi
kawin memiliki sejumlah kekurangan. Hakim tidak mempertimbangkan dampak-
dampak negatif yang nantinya akan terjadi pada perkawinan anak sebagaimana
amanat perlindungan anak yang terkandung dalam Undang-undang Perlindungan
anak."

Penelitian sebelumnya yang telah diuraikan di atas menunjukkan adanya
perdebatan pertimbangan hakim yang memberi izin dispensasi kawin karena alasan
cinta atau untuk menghidari perbuatan zina. Penelitian ini akan akan berupaya
untuk memperkuat argumen bahwa adanya pertentangan antara pencegahan
perkawinan anak dengan pengabulan permohonan dispensasi kawin di pengadilan
agama dengan melakukan eksaminasi penetepan dispensasi kawin dengan alasan
takut zina dengan menggunakan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustaf
berupa keadilan hukum, kepastian dan kebermanfaatan. Sehingga kajian ini akan
lebih kompherensif melihat penetapan hakim terkait dispensasi kawin berdasarkan

alasan kekhawatiran terhadap zina.
E. Kerangka Teoreitik

Kerangka teoreitik yakni sebagai landasan teori yang digunakan untuk menganalisis

permasalahan dalam penelitian. Hakim sebagai salah satu penegak hukum yang

9 Rifqi Muhammad Rianda, “Ratio Decidendi Hakim Dalam Memberikan Putusan
Dispensasi Nikah Dihubungkan Dengan Batas Usia Minimal Pernikahan (Analisis Putusan
Pengadilan Agama No. 0094/Pdt. p/2020/PA. Dpk),” Jurnal Supermacy Of Law (Ilmu Hukum) 1,
no. 1 (2024): hlm. 91.
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berwenang untuk memutuskan perkara sudah seharusnya memenuhi tujuan hukum.
Tiga unsur tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch menjadi
cerminan keagungan sebuah putusan/penetapan hakim.

Gustav Radbruch adalah seorang ahli hukum Jerman dalam teori yang
diungkapkan tentang tujuan hukum bahwa “Nicht dargetan ist der unbedingte
Vorrang der durch das positive Recht erfiillten Forderung der Rechtssicherheit vor
den von ihm vielleicht unerfiillt gelassenen Forderungen der Gerechtigkeit und der
Zweckmidifigkeit”?° Secara umum Gustav berpendapat bahwa kepastian hukum
seolah olah berada pada posisi atas sebelum keadilan dan kemanfaatan. Namun,
kemudian Gustav melarat teorinya yang dilatarbelakangi oleh kesewenangan yang
timbul pada masa Nazi ketika tidakadanya demokrasi.?!

Keadilan menuntut perlakuan yang sama untuk orang-orang yang sama dan
perlakuan berbeda untuk orang-orang yang berbeda berdasarkan perbedaanya,
tetapi menimnbulkan permasalahan tentang siapa yang dianggap sama, siapa yang
dianggap berbeda dan bagaiamana cara memperlakukannya.?” Keadilan jika dilihat
secara filsafat yakni apabila terpenuhinya dua prinsip, pertama tidak merugikan
seseorang, kedua perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya.?
Kedua prinsip tersebut tidak dapat dipisahkan dikarenakan keduanya saling terikat

erat. Keadilan harus memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dan pada

20 Radbruch dalam Nur Agus Susanto, “Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus ‘St,””
Jurnal Yudisial 7, no. 3 (2014): him. 21.

2l Fadly Andrianto, “Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia,” Administrative
Law and Governance Journal 3, no. 1 (2020): him. 117.

22 Radbruch dalam Hans Kelsen, Pengantar Teori Hukum (Nusamedia, 2019), him. 02.

23 Sanusi dalam Nur Agus Susanto, “Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus ‘St,”” Jurnal
Yudisial 7, no. 3 (2014): him. 217.
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saat yang sama memastikan bahwa setiap orang menerima apa yang menjadi
haknya. Aequum et bonum est lex legume, sesuatu yang adil dan baik adalah hukum
dari segala hukum.?*

Pengadilan menjadi salah satu lembaga yang merujuk pada proses
mengadili kemudian hasil akhir putusan/penetapan pengadilan yang sering disebut
dengan menggunakan kata putusan/penetapan hakim dikarenakan hakimlah yang
memimpin sidang di pengadilan. Teori keadilan ini digunakan untuk melihat
bagaimana penetapan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang
mengabulkan perkara dispensasi kawin berdasarkan alasan kekhawatiran terhadap
zina apakah telah mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap anak
sehingga dispensasi kawin tidak menyebabkan ketidakadilan seperti melanggar hak
anak atau membahayakan masa depan anak. Oleh sebab itu menurut Gustav
keadilan harus diutamakan daripada kepastian hukum.

Kepastian hukum menjadi tujuan hukum kedua yang dikemukakan oleh
Gustav, kepastian hukum bertujuan untuk untuk mengontrol penegakan hukum agar
penyimpangan hukum formil dapat dihindarkan serta menjaga jabatan dari
kesewenang-wenangan.”®> Dalam kehidupan masyarakat, hukum memiliki
keterkaitan erat dengan kepastian hukum. Kepastian hukum memastikan bahwa
aturan hukum berjalan selaras dengan norma-norma yang berlaku, baik berupa
peraturan tertulis maupun keputusan-keputusan hakim. Kepastian hukum mengacu
pada penerapan hukum dalam kehidupan yang jelas, teratur, konsisten, dan

konsekuen, sehingga tidak dipengaruhi oleh keadaan yang bersifat subjektif dalam

24 Adams, A Juridical Glossary: A to E (1886), hlm. 95.

25 Ahmad Syahrus Sikti, Menggugat Kepastian Hukum (Mandar Maju, 2022), him. 21.
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kehidupan masyarakat. Dengan demikian, kepastian hukum menjadi fondasi yang
kokoh untuk menciptakan stabilitas dan keadilan dalam tata kehidupan sosial.
Penelitian ini akan melihat kepastian hukum penetapan dispensasi kawin
berdasarkan kekhawatiran terhadap zina apakah intrepretasi hakim terhadap kondisi
mendesak telah konsisten atau tidak.

Kebermanfaatan dalam putusan/penetapan hakim di pengadilan harus
tercermin. Putusan/penetapan hakim tidak hanya kuat secara hukum namun, harus
juga memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dan perkembangan ilmu
pengetahuan. Suatu kebermanfaatan diawali dengan perbuatan yang menyangkut
kepentingan individu menuju kepentingan masyarakat berkelanjutan.?

Penelitian ini tidak hanya berlandaskan pada teori tujuan hukum Gustav
Radbruch, tetapi juga diperkaya dengan kerangka teoritik mengenai hukum acara
peradilan agama, khususnya dalam konteks perkara dispensasi kawin. Pemahaman
mendalam terhadap sistem hukum pembuktian, tahapan hakim dalam membuat
putusan, serta konsep kepentingan terbaik bagi anak menjadi krusial untuk
menganalisis secara komprehensif penerapan hukum formil dan materiil dalam
kasus yang dieksaminasi.

Hukum acara peradilan agama adalah serangkaian norma hukum yang
mengatur bagaimana proses penyelesaian sengketa atau permohonan di lingkungan
peradilan agama dilaksanakan.?’ Prinsip-prinsip umum hukum acara perdata,

seperti sifat terbuka untuk umum, sederhana, cepat, dan biaya ringan, juga berlaku

26 Cory Vidiati dkk., Pengantar Filsafat Hukum (Penerbit Widina, 2023), hlm. 97.

¥ Darania Anisa, Hukum Acara Peradilan Agama : Dilengkapi Penjelasan e-Court dan e-
Litigation (Penerbit Adab, 2024).
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di peradilan agama.?® Namun, terdapat kekhasan tertentu yang melekat pada
peradilan agama, terutama terkait dengan kompetensi absolutnya dalam menangani
perkara-perkara di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq,
shadaqah, dan ekonomi syariah.>” Dalam konteks dispensasi kawin, hukum acara
peradilan agama mengatur prosedur pengajuan permohonan, pemeriksaan di
persidangan, hingga penetapan putusan oleh hakim diatur dalam PERMA No.5
Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara dispensasi kawin. Maka,
penetapan ini dikaji penerapan hukum formilnya berdasarkan ketentuan yang ada
dalam PERMA tersebut.

Sistem hukum pembuktian memegang peranan vital dalam setiap proses
peradilan, termasuk di peradilan agama. Dalam perkara dispensasi kawin, beban
pembuktian berada pada pemohon (orang tua atau wali) untuk meyakinkan hakim
bahwa terdapat alasan sangat mendesak yang membenarkan penyimpangan dari
batas usia perkawinan. Alat bukti yang sah dalam hukum acara perdata, yang juga
berlaku di peradilan agama, meliputi surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan
sumpah.*

Berbeda dengan hukum pidana yang menganut sistem hukum pembuktian
negatif pada perkara perdata sistem pembuktian yang dianut adalah sistem
pembuktian positif yang berlandaskan kepada kebenaran formil karena hakim pada

perkara perdata memiliki berbagai keterbatasan yang terikat oada beberapa alat

28 Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia (Kencana, 2018).
2 Anisa, Hukum Acara Peradilan Agama, hlm. 26.

30 Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal 164 HIR, dan Pasal 284 RBG.
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bukti.! Dalam konteks dispensasi kawin, pembuktian tidak hanya terbatas pada
bukti formal seperti akta kelahiran atau kartu keluarga, tetapi juga harus mencakup
bukti-bukti materiil yang mendukung klaim adanya alasan sangat mendesak. Ini
termasuk bukti-bukti yang menunjukkan kondisi psikologis, kematangan
emosional, kesiapan finansial, serta dampak sosial dari perkawinan dini.
Penerapan hukum formil dan materil terlihat dalam proses pembentukan
penetapan oleh hakim yang terdiri dari tahap konstatir (menemukan fakta-fakta
hukum), kualisifir (menemukan dan mengklasifikasikan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan pokok perkara) dan konstituir (menetapkan
hukum dari pokok perkara).>? Selain itu, penerapan hukum formil dan materiil
dalam penetapan dibingkai dengan konsep kepentingan terbaik bagi anak yang
dijadikan prinsip dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman
Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin. Dengan demikian, konsep
kepentingan terbaik bagi anak berfungsi sebagai lensa kritis dalam menganalisis
penerapan hukum formil dan materiil yang dipadukan dengan tujuan hukum Gustav

Radbruch.
F. Metode Penelitian

Tanggung jawab untuk penulisan penelitian ini ditujukan oleh deskripsi

penentuan metode penelitian sebagai berikut:

31 Subekti, Hukum Pembuktian, 7 ed. (PT Pradnya Paramita, 1985).

32 Nandang Sunandar, Eksekusi Putusan Perdata: Proses Eksekusi dalam Tataran Teori
dan Praktik (Nuansa Cendekia, 2021), hlm. 23.
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1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum sebagian besar literatur membaginya dalam dua
jenis yakni penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.*
Penelitian hukum normatif berfokus pada hukum sebagai pranata yang ideal
tanpa harus melihat praktik di lapangan. Proses penelitian hukum normatif
membahas hukum sebagai norma, aturan, asas, prinsip, teori dan
kepustakaan lainnya.>*

Apabila merujuk pada rumusan masalah satu dan dua dalam
penelitian ini yang mengkaji penerapan hukum formil dan materiil dalam
tahapan pembuatan penetapan oleh hakim ditinjau menggunakan teori
Gustav Radbruch dengan cara menganalisis fakta persidangan dan
pertimbangan hukum yang tertuang dalam penetapan. Maka, penelitian ini
diasumsikan sebagai jenis penelitian hukum normatif.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-eksplanatif, sifat penelitian
deskriptif untuk mengetahui suatu permasalahan itu terjadi.*® Pada
penelitian ini menggambarkan bagaimana hakim dalam menetapkan
dispensasi kawin berdasarkan alasan kekhawatiran terhadap zina dengan
mendeskripsikan pola-pola pertimbangan hukum yang digunakan oleh

hakim. Selanjutnya sifat penelitian eksplanatif untuk menjelaskan mengapa

3 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Raja Grafindo
Persada, 2004), hlm. 73.

3% Suyanto, Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan
Gabungan (Unigres Press, 2023), hlm. 88.

35 Mamik, Metodelogi Kualitatif (Sidoarjo: Zifatama, 2015), hlm. 19.
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suatu permasalahan itu terjadi.3® Penelitian ini menjelaskan alasan dibalik
keputusan hakim dan bagaimana hukum diterapkan sehingga penelitian ini
bersifat eksplanatif.

3. Pendekatan Penelitian
Sebagai sebuah penelitian hukum yang bersifat normatif berkenaan dengan
pertimbangan hakim dalam permohonan izin dispensasi kawin yang
beralaskan untuk menghindari perbuatan zina, agar memahami persoalan
tersebut secara holistik maka digunakan pendekatan penelitian.®’” Penelitian
ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) yaitu
dengan mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan izin dispensasi kawin dan perlindungan anak.
Penggunaan pendekatan ini ditujukan untuk memahami penerapan norma
mengenai dispensasi kawin yang ada dalam undang-undang perkawinan
terhadap penetapan dispensasi kawin yang dikabulkan berdasarkan alasan
kekhawatiran pada perbuatan zina. Kemudian undang-undang perlindungan
anak juga akan dikaji apakah telah diterapkan dalam pemberian izin
dispensasi kawin dengan alasan menghindari perbuatan zina.

4. Sumber Data
a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum formal yang

mengikat dalam sistem hukum, dalam penelitian ini bahan hukum

36 Ibid, Hlm. 23

37 Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris:
Edisi Kedua (Prenada Media, 2022), hal. 316.
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primer yang digunakan yaitu: Undang-undang No. 16 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-undang No. 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak,
Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan
Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili
Permohonan Dispensasi Kawin. Selain itu, berikut beberapa penetapan
dispensasi kawin yang akan digunakan sebagai bahan hukum primer
Penetapan Nomor 2085/Pdt.2020/ PA. Kab. Mlg.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan penjelas terhadap bahan
hukum primer. Penelitian ini akan menggunakan berbagai refrensi buku,
majalah ilmiah, jurnal ilmiah, dan berbagai sumber berita yang relavan
baik secara online maupun cetak.
c. Bahan Hukum Tersier
Fungsi dari pada bahan hukum tersier yakni untuk menjelaskan
terminologi dalam bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini
akan menggunakan bahan hukum tersier yang meliputi: Kamus Besar
Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.
5. Teknik Pengumpulan Data
Penggunaan jenis penelitian normatif atau nonlapangan dengan
melibatkan dokumen-dokumen hukum (dokumentasi) umumnya dilakukan

secara sistematis dari berbagai sumber tertulis yang relavan dengan
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penelitian. Penelitian normatif juga seringkali disebut sebagai kepustakan

dengan melakukan studi pustaka (library research) terhadap bahan-bahan

hukum. Dalam penelitian ini terdapat tiga tahap pengumpulan dengan teknik

tersebut yang akan diuraikan sebagai beriku

a.

t:38

Penyuntingan (editing), merupakan tahap yang digunakan untuk
menyusun bahan-bahan hukum yang diperlukan yakni bahan hukum
primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya bahan hukum dipilah-pilih
agar relevan dengan penelitian. Tahap ini diterapkan secara aplikatif
dengan mengidentifikasi bahan hukum yang diperlukan. Terkait bahan
hukum primer yang diperlukan yakni penetapan dispensasi kawin
Pengadilan Agama Kabupaten Malang berdasarkan alasan kekhawtiran
terhadap zina, peraturan perundang-undangan berupa Undang-undang
No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hasil perubahan Undang-undang
No. 16 Tahun 2019. Selanjutnya bahan hukum sekunder dan bahan
hukum tersier berupa literatur atau jurnal yang membahas dispensasi
kawin dengan alasan kekhawatiran terhadap zina dan kamus hukum atau
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) untuk membantu memahami
konteks.

Pengorganisasian (organizing), merupakan tahap yang dilakukan
setelah bahan hukum dipilah dan dipilih pada tahap editing. Penerapan
secara praktis terhadap penelitian ini yaitu pengklasifikasikan bahan

hukum yang telah terkumpul berdasarkan tema penelitian yaitu

38 R. Poppy Yaniawati, Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research) (Bandung, 2020),

hlm. 13-15.
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pemilihan pasal atau peraturan dalam mengatur dispensasi kawin,
pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin, dan konteks
sosial alasan kekhwatiran terhadap zina yang diajukan oleh pemohon.
Bahan hukum yang telah terorganisasi akan dapat membantu peneliti
dalam mengidentifikasi pola pertimbangan hakim, menganalisis
kesesuaian antara alasan kekhawatiran terhadap zina dengan ketentuan
hukum yang berlaku.

c. Penarikan kesimpulan (concluding), merupakan tahapan yang dilakukan
peneliti untuk memberikan gambaran umum dari bahan hukum yang
telah dikumpulkan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara
merangkum temuan utama yang menjelaskan pertimbangan hukum
hakim dalam kasus dispensasi kawin, mengidentifikasi konsisitensi atau
inkonsistensi antara alasan kekhawatiran terhadap =zina dengan
ketentuan hukum.

Selanjutnya, teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu pertama, mengunakan analisis interpretasi hukum untuk meihat
bagaimana hakim dalam menafsirkan frasa “kondisi sangat mendesak™ yang
dikehendaki oleh undang-undang. Penulis menggunakan lima interpretasi
hukum sebagaimana diungkapkan oleh yaitu interpretasi otentik,
interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, interpretasi historis dan
interpertasi sosiologis.*® Kedua, tekhnik analisis konten hukum digunakan

untuk menganalisis konten hukum dalam data sekunder. Pengguanaan

39 Abintoro Prakoso, Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran dan Prosedur dalam
Menemukan Hukum (Leksbang Pressindo, 2016), hlm. 94-95.
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teknik analisis ini bertujuan untuk memperluas wawasan pengertian pada

data sekunder.*°
G. Sistematika Pembahasan

Penelitian tesis ini akan disajikan dengan alur pembahasan yang dimulai
dari bagian pendahuluan hingga penutup. Secara rinci penjelasan bab-bab nantinya
akan dimulai dengan Bab I Pendahuluan, yaitu bab pembuka yang memuat latar
belakang mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Latar belakang penelitian
ini memfokuskan pada problem permohonan dispensasi kawin di Indonesia, alasan
pemilihan penetapan, aspek formil dan materill yang dieksaminasi. Selain itu, Bab
I juga memuat rumasan masalah dalam penelitian, menguraikan tujuan dan
kegunaan, metode penelitian hingga sistematika pembahasan penelitian.

Bab II Kerangka Teoritis yang merincikan merincikan dasar analisis yang
bertolak pada teori-teori yang relevan. Teori tujuan hukum Gustav Radbruch
digunakan untuk menelaah sejauh mana penetapan dispensasi kawin memenuhi
tujuan hukum. Analisis ini kemudian dibingkai melalui konsep hukum acara
peradilan agama, dengan penekanan pada teori sistem pembuktian dalam hukum
perdata yang selaras dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Keseluruhan
teori tersebut menjadi landasan untuk mengkaji permasalahan yang telah diuraikan
pada Bab 1. Teori-teori ini digunakan untuk menganalisis dan mengkaji
permasalahan yang diuraikan pada Bab 1.

Bab III membahas gambaran umum kasus penetapan dispensasi kawin yang

menjadi objek penelitian. Selanjutnya, bagian ini menelaah penerapan hukum

40Valerine J.L Kriekhoff, “Analisis Konten Dalam Penelitian Hukum,” Era Hukum 02, no.
06 (1995): him. 93.
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formil dan materiil dalam proses persidangan serta dalam putusan yang dijatuhkan.
Analisis tersebut berlandaskan pada teori hukum acara perdata untuk melihat sejauh
mana prosedur hukum telah dijalankan sesuai dengan asas-asas peradilan yang
berlaku. Selain itu, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
perkawinan, turut menjadi rujukan normatif dalam menilai kesesuaian putusan.
Seluruh pembahasan kemudian dibingkai melalui konsep kepentingan terbaik bagi
anak (the best interests of the child) sebagai prinsip utama yang menjadi tolok ukur
dalam menilai apakah dispensasi kawin benar-benar memberikan perlindungan dan
kemanfaatan bagi anak yang terlibat.

Bab IV Analisis, merupakan bagian penelitian yang menguraikan setiap data
yang diperoleh untuk dibahas secara mendalam sesuai dengan fokus permasalahan
yang telah ditetapkan. Bab ini akan berisi substitusi pembahasan yang meliputi
aspek keadilan, kepastian dan kemanfataan yang dianalisis melalui penerapan
hukum formil dan materil dalam penetapan dispensasi kawin.

Bab V. Penutup, yaitu berisikan substitusi kesimpulan dan saran. Bagian
kesimpulan adalah jawaban singkat atau sederhana atas fokus permasalahan
penelitian yang telah ditentukan. Bagian saran berisikan rekomendasi dan kritik
bagi pihak-pihak yang berhubungan secara langsung mengenai dispensasi kawin

seperti pengadilan agama pemerintah dan masyarakat.
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BAB YV
PENUTUP
A. Kesimpulan

Tesis ini menganalisis eksaminasi penetapan dispensasi kawin, khususnya Perkara
No. 2085/Pdt.P/2020/PA. Kab. Mlg, dengan fokus pada penerapan hukum formil
dan materiil serta kesesuaiannya dengan tujuan hukum. Penelitian ini
mengidentifikasi dua rumusan masalah utama: pertama, bagaimana hakim
menerapkan hukum formil dan materiil dalam penetapan dispensasi kawin; dan
kedua, bagaimana kesesuaian penerapan hukum formil dan materiil dalam
penetapan dispensasi kawin ditinjau dengan tujuan hukum.

Berdasarkan analisis yang mendalam, ditemukan bahwa dalam penetapan
dispensasi kawin, hakim telah menerapkan hukum formil dan materiil, namun
terdapat beberapa catatan penting. Penerapan hukum formil, meskipun secara
prosedural telah diikuti, belum sepenuhnya mengakomodasi prinsip kepentingan
terbaik bagi anak, terutama terkait perbedaan usia yang signifikan antara anak dan
calon pasangannya.

Tahap pembuktian juga dinilai belum optimal karena hakim cenderung
hanya berkeyakinan pada alat bukti saksi yaitu keterangan-keterangan pihak terkait
seperti pemohon, anak yang dimohonkan, calon suami dan orang tua calon suami
untuk membuktikan unsur alasan sangat mendesak. Dalam konteks hukum materiil,
alasan kekhawatiran akan zina yang sering dijadikan dasar pengabulan dispensasi
kawin dianggap belum memenuhi kriteria 'alasan sangat mendesak' sebagaimana

diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Interpretasi terhadap
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frasa 'alasan sangat mendesak' seharusnya merujuk pada kondisi darurat yang tidak
ada pilihan lain, bukan sekadar kekhawatiran akan pergaulan bebas.

Selanjutnya, terkait kesesuaian penerapan hukum formil dan materiil
dengan tujuan hukum (keadilan, kepastian, dan kemanfaatan) menurut Gustav
Radbruch, tesis ini menyimpulkan bahwa penetapan tersebut belum sepenuhnya
mencerminkan ketiga tujuan hukum tersebut. Dari aspek keadilan, penetapan ini
berpotensi merugikan anak karena mengabaikan hak-hak fundamental anak dan
tidak mempertimbangkan relasi kuasa yang timpang akibat perbedaan usia. Dari
aspek kepastian hukum, meskipun putusan memberikan kepastian hukum formal,
namun substansinya masih menimbulkan ketidakpastian terhadap perlindungan
anak. Terakhir, dari aspek kemanfaatan, penetapan ini dinilai belum memberikan
kemanfaatan yang sesungguhnya bagi anak. Alasan 'menghindari zina' sebagai
dasar pengabulan dispensasi kawin dianggap sebagai 'manfaat semu' yang justru
mengorbankan hak-hak anak atas pendidikan, kesehatan, tumbuh kembang, dan
perlindungan dari kekerasan. Hakim seharusnya bertindak sebagai pelindung
(parens patriae) yang mengutamakan kepentingan terbaik anak, bukan hanya
kekhawatiran orang tua.

Dengan demikian, tesis ini menegaskan bahwa pengabulan dispensasi
kawin dengan alasan kekhawatiran zina, seperti dalam perkara yang dieksaminasi,
belum sinkron dengan semangat perlindungan anak dan tujuan hukum yang ideal.
Diperlukan evaluasi dan penafsiran hukum yang lebih progresif oleh hakim agar
setiap penetapan dispensasi kawin benar-benar menjamin kepentingan terbaik bagi
anak dan mewujudkan keadilan substantif. Kesimpulan ini secara langsung

menjawab rumusan masalah yang diajukan, menunjukkan bahwa penerapan hukum
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formil dan materiil dalam kasus ini belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan hukum,

terutama dalam konteks perlindungan anak.
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, penelitian ini memberikan
beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim, pembuat
kebijakan, maupun pihak-pihak terkait dalam penanganan perkara dispensasi
kawin.

Pertama, kritik ditujukan pada penafsiran frasa alasan sangat mendesak
sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2019. Hakim cenderung menafsirkan kekhawatiran akan perbuatan zina sebagai
alasan mendesak yang membenarkan pengabulan dispensasi kawin. Penafsiran
semacam ini dinilai terlalu longgar dan bertentangan dengan semangat
perlindungan anak yang menjadi landasan perubahan undang-undang perkawinan.
Kekhawatiran terhadap zina bersifat spekulatif dan tidak seharusnya mengorbankan
hak-hak fundamental anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, serta
kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Selain itu, penafsiran
yang keliru berpotensi melegitimasi praktik pernikahan anak atas dasar dalih
agama, padahal dampak negatifnya bersifat nyata dan berjangka panjang.

Kedua, hakim sebagai pelindung anak (parens patriae) diharapkan lebih
cermat dan progresif dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin.
Setiap putusan sebaiknya didasarkan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak
(best interest of the child) secara komprehensif, bukan hanya berdasarkan
kekhawatiran orang tua atau tekanan sosial. Pertimbangan hakim harus mencakup

aspek psikologis, pendidikan, kesehatan reproduksi, serta potensi terjadinya
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kekerasan dalam rumah tangga atau eksploitasi anak. Hakim juga perlu aktif
menggali kebenaran materiil dengan melibatkan psikolog, pekerja sosial, maupun
ahli anak untuk menilai kesiapan calon mempelai serta potensi risiko pernikahan
dini. Di samping itu, hakim hendaknya menerapkan metode interpretasi hukum
yang lebih progresif baik secara gramatikal, sistematis, historis, maupun sosiologis
untuk memahami makna “alasan sangat mendesak” secara tepat, sehingga
pengabulan dispensasi kawin hanya dapat diberikan secara sangat selektif.
Alternatif solusi lain di luar perkawinan, seperti konseling, pendidikan, atau
pengawasan yang lebih intensif dari orang tua, juga patut dipertimbangkan sebagai
jalan keluar yang lebih melindungi anak.

Ketiga, diperlukan perbaikan regulasi dan kebijakan guna memperkuat
perlindungan anak dari praktik perkawinan dini. Mahkamah Agung maupun Badan
Peradilan Agama perlu merevisi pedoman teknis bagi hakim dalam menangani
permohonan dispensasi kawin dengan memperketat penafsiran “alasan sangat
mendesak™ serta mewajibkan penilaian multidisiplin terhadap kondisi anak.
Pemerintah bersama lembaga terkait juga harus meningkatkan edukasi dan
sosialisasi mengenai dampak negatif perkawinan anak, baik kepada orang tua
maupun remaja. Upaya ini perlu disertai kampanye perubahan stigma sosial tentang
pergaulan bebas, agar masyarakat memahami bahwa perkawinan bukanlah satu-
satunya solusi yang tepat. Selain itu, penguatan peran lembaga perlindungan anak
dan dinas terkait juga mendesak dilakukan untuk memberikan pendampingan,
konseling, dan alternatif solusi bagi remaja yang menghadapi tekanan untuk

menikah dini.
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Keempat, penelitian ini membuka peluang untuk kajian lebih lanjut. Studi
empiris mengenai dampak jangka panjang pernikahan dini melalui dispensasi
kawin baik dari segi kesehatan, pendidikan, ekonomi, maupun psikologis perlu
dilakukan untuk memperkuat basis kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based
policy). Selain itu, perbandingan implementasi hukum dispensasi kawin di berbagai
wilayah atau negara dengan sistem hukum yang berbeda dapat memberikan
wawasan mengenai praktik terbaik sekaligus tantangan yang dihadapi. Analisis
terhadap peran aktor non-hukum, seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, maupun
organisasi non-pemerintah, juga penting dilakukan guna menilai sejauh mana peran
mereka efektif dalam mencegah pernikahan anak serta menyediakan alternatif
solusi yang lebih berpihak pada anak.

Dengan penerapan saran-saran tersebut, diharapkan penanganan perkara
dispensasi kawin dapat lebih berorientasi pada kepentingan terbaik anak, sejalan
dengan tujuan hukum untuk mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan
substantif bagi masyarakat, khususnya dalam melindungi generasi muda sebagai

aset bangsa.
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